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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berlandaskan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis bisa 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Implementasi diversi dalam penanganan perkara pidana pengeroyokan pada 

Kejaksaan Negeri Jombang telah sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku, hal ini dapat kita lihat dari penanganan perkara 

Pengeroyokan dengan register PDM.89/M.5.25/2024. Namun dilihat dari 

40 kasus pengeroyokan yang berhasil diupayakan diversi hanyalah 1 kasus 

saja tentu menjadi tanda tanya besar, apa yang mengakibatkan proses diversi 

di Kejaksaan Negeri Jombang sulit untuk diupayakan.  

2. Sulitnya pengupayaan diversi pada Kejaksaan Negeri Jombang dipengaruhi 

atas beberapa kendala yang menghambat pengupayaan diversi. Kendala 

kendala tersebut antara lain adalah waktu yang singkat, sulitnya 

mempertemukan para pihak, dan pihak korban tidak berkenan untuk 

melakukan diversi.  

Solusi agar diversi dapat dilakukan dengan lebih baik, antara lain adalah 

dengan melakukan manajemen waktu, meminta bantuan kepada perangkat 

desa setempat atau polsek setempat, menerangkan pada para pihak terkait 

amanat Undang-Undang yang mewajibkan anak untuk dilakukan diversi 

serta menyampaikan hak hak anak. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan uraian terkait permasalahan yang ada, maka penulis dengan ini 

dapat menarik rekomendasi bagi beberapa pihak diantaranya adalah: 

1. Bagi Masyarakat dan Orang tua Anak  

Lingkungan harus dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk anak 

belajar mengenal kehidupan di masyarakat, sehingga anak dapat tumbuh 

dengan baik dan tidak melakukan hal hal yang menyimpang dari norma. 

Kemudian bagi orang tua harus lebih memperhatikan tumbuh kembang sang 

anak.  

2. Bagi Jaksa Penuntut Umum  

Kejaksaan Negeri Jombang agar melakukan sosialisasi terkait pentingnya 

diversi bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum kepada 

Masyarakat jombang. Karena dilihat dari kendala yang ada seringkali pihak 

korban tidak berkenan untuk melakukan diversi, hal ini dikarenakan 

kurangnya pengetahuan dari pihak korban terkait pentingnya pengupayaan 

diversi bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. 

3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat lebih mempermudah proses diversi bagi 

penyelesaian perkara pidana anak. Penambahan waktu dalam proses diversi 

serta mempermudah proses musyawarah diversi dengan melakukan zoom 

meet atau mengalihkan melalui media digital lain bagi pihak yang tidak bisa 

hadir dapat dijadikan solusi agar diversi terlaksana dengan lebih baik. 


